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LlENTERIKESEHATAN 
REPUBUK INDONESIA 

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 1239/Menkes/SKJ;:I/2001 

TENTANG 
REGISTRASI DAN 'PRAKliK PERAWAT 

MENTER! KESEHATAN REPUE>LIK INDONESIA, 

Mer.imbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan otonoml daerah 
perlu diadakan penyenpurnaan Keputusan Menteri 
Kesehatan Nomor 64i /Menkes/SK/IV /20CJJ tentang· 
Registrasi dan Praktik Per:Jwat; 

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 
tentang Kesehotan {L·3mboran Negaro Tohun 1992 
Nomor 100, To mba 1an Lembaran Negara Nomor 
3495 ); 

2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentong 
Pemerintah Dc.eroh {lembaran Negara Tahun 1999 
Nomor 60 Tambahan Lembaran Negaro Nomor 
3839); 

3. Peraturan Pemerinta:1 Nomor 32 Tohun 1996 
tentong Tenogo Kesehotan (Lemboron Negara 
Tahun 1996 Nomor 49 , Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3637); 

4. Peraturan Femerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
K.ewenangan Pemerintah dan Kewenangan Proplnsl 
Sebagai Oo'3rah Otonom (Lembaran Negara 
Tahun 2()(X) Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara ~ 
Nomor 3952); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pemblnaan don Pengawasan Atas 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 2001 Nomor 41 Tambahan Lembaran 

J~ 
Neg ora Nomor 4090): [\ 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang 
Penyelenggaraan Dekonsentrasl (Lemb~ran Negara 
Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4095). 
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Menetapkan 

MENTERIKESEHATAN 
REPUrJUK INDONESIA 

MEMUTUSKAN : 

KEPUTUSAN MENTER! KE:>EHATAN REPUBLIK INDONESIA 
TENTANG REGISTRASI DAN PRAKTIK PERAWAT. 

BABI 
KETENTUAN UM UM 

Pasall 

Dalam Keputusan Menteri lnl yano dlmaksud dengan : 
1. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendldlkan 

perawat balk dl dolom moupun dl luar negeri sesual 
dengan ketentuan peraturar perundang-undangan yang · 
berlaku. · 

l./"2. Surat lzJn Perawat selunjutn'/O disebut SIP odoloh buktl 
tertuiis pemberlan kewen<Jngan untuk menjalankan 
pekG~aan keperowotan dl se·uruh wllayah Indonesia. 

3. Surat lzJn Kerja selonjutnya d :sebut SIK adaloh buktl tertulls 
yang diberikan kepado perawat untuk melakukan proktlk 
keperowatan di sarona pelayanan kesehaton. 

4. Surat lzln Praktik Perawat selanjutnyo disebut SIPP adalah 
buktl tertulis yang dlberlkan kepada perowat untuk 
menjalankan praktik perawat perorangan/berkelompok. 

5. Stander Profesi adclah pedoman yang 1':1arus dlpergunakan 
sebagai petunjuk dalom menjalankan profesl secara balk. 

BAB II 
PELAPORAN DAN REGISTRASI 

Pasal2 

( 1) Pimpinan penyelenggara pendidikan perawot wojlb 
menyampalkan lap.:)ran secara tertulls kepada Kepalo Dlnas 
Kesehotor. Proplnsl mengenol peserto dldlk yung boru lulus, .. 
selambat-lombotnya 1 (satu) bulan setelah dlnyotakan lulus 
pendidikaan keperawatan. 

(2) Bentuk dan lsi laporan dimaksud pada ayat (1) sebagalmana 
tercant:.Jm dalam formulir I terlampir. 

Pasal3 

(l) Perawat yang baru lulus mer ,gajukan permohonon dan 
mengirimkan kelengkapon registrasi kepada Kepala Dlnas 
Kesehatan Proplnsl dimana sekolah berada guna memperoleh 
SIP selambat-lambatnya 1 (satu) b 'Jian setelah menerima ljazah 
pendidikan keperawatan. 
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{2) Kelengkapan reglstrasl sebagalmar a dlmaksud pad a ayat (1) 
m~p~: . 
a. foto koplljazah pendidikan perawat. 
b. surat keterangaQ sehat dart dokter. 
c. ;:>as foto ukuran 4 x 6 em sebanye~k 2{dua) lembar. 

{3) Bentuk permohonan SIP sebagalmc1na dimaksud pada ayat (1) 
tercanturn dalam formulir II ter1amplr. 

Pasal4 

( 1) Kepala Dinas Kesehatan Proplnsl a :as nama Mentert Kesehatan, 
melakukcn reglstrasl berdasarkan permohonan sebagalmana 
dimaksud dalam Pasal3 u:~tuk menerbltkan SIP. 

(2) SIP sebagalmana dlmaksud pada a~tat {1) diterbitkan oleh Kepala 
Dlnas Kesehatan Proplnsl at as narr a Menter1 Kesehatan, dalam 
waktu selambat-lambatnya 1 {satL) bulan sejak permohonan 
dlterlma dan bertaku secara nasloncl. 

(3) Bentuk dan lsi SIP sebagaimana tercantum dalam formullr Ill 
tertampir. 

Pasal5 

{ 1) Kepala Dinas Kesehatan Proplnsl horus membuat pembukuan 
reglstrasl mengenai SIP yang telah diterbltkan. 

(2) Kepala Dinas Kesehatan Propinsl rr.enyampaikan laporan secara 
berkala kepada Menteri Kesehata11 mela:ul Sekretartat Jenderal · 
c.q Kepala Biro Kepegawalan Dep::1rtemen Kesehatan mengenal 
SIP yang telah diterbitkan L'ntuk ke ! mudia:~ secara berkala akan 
dlterb!tkan dalam buku registrasl Na:;ional. 

Pasal6 

( 1) Perawat lulusan luar negert wajib melakukan adaptasl untuk 
melengkapl persyaratan mendapatkan SIP. 

{2) Adapt as! sebagalmana cllmaksud pad a ayat { 1) dilakukan pad a 
sarona pendldlkan mllik r;emerintah. 

(3) Untuk melakukan adaptasl perawat mengajukan permohonan 
· kepada Kepala Dinas Kesehatan Proplnsl. 

{4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan 
melamplrkan : 
a. foto kopl ljazah yang telah dilegalislr oleh Dlrektur Jenderal 

Pendldikan Tinggi. 
b. transkrtp nilai ujian yang bersangkutan. 
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(5) Kepolo Dlnos Kesehoton Proplnsl berdosorkon permohonon 
sebogalmana dlmaksud pad a oyat {3) menerbitkan rekomendasl 
untuk melaksanakan adaptasl. 

(6) Perawot yang telah melaksonokan adaptasl berlaku ketentuan 
sebagalmana dlmoksud dalam Pasal 2. Pasal 3 dan Pasal 4. 

Pasal7 

( 1) SIP bertaku selama 5 (limo) tahun da:l dapat dlperbaharul serto 
merupakan dosar untuk mefi\peroleh ~IK dan/atau SIPP. 

(2) Pembaharuan SIP sebagalmona c!imaksud pada ayat {1) 
dilakukan pada Dinas Kesehatan Propinsl dimana perawat 
melaksanakan asuhan keperawatan clengan melamplrkan : 
a. SIP yang telah habis masa berlakurya : 
b. surat keterangan sehat dart dokter; 
c . pas foto ukuran 4 X 6 cmsebanyak 2{dua) lembar. 

BAS Ill 
PERIZINAN 

Pasal8 

( 1) Perawat dapat melaksanakon praktik keperawatan pad a saran a 
pelayanan kesehatan, praktlk peroran ;;lOn dan/atau berkelompok. 

(2) Perawat yang melaksanakan praktik keperawatan pada sarona 
pelayanan kesehatan horus memllikl SIK. 

(3) Perawat yang melakukan praktik perorangan/berkelompok horus 
memlllkl SIPP. 

Pasal9 

( 1) SIK sebagaimana dimaksud dol am Pasal 8 ayat {2) diperoleh 
dengan menga]ukan permohonan kepada Kepala Dines 
Kesehatan Kobupaten/Kota setempat. 

(2) Permohonan sebagalmana dlmaksud pad a ayat ( 1) dlojukan 
dengon melomplrkon : 
a. foto kopl SIP yang moslh bertoku; 
b. surot keterangan sehat dart dokter; 
c. pas foto ukuran 4 x 6 em sebanyak 2(dua) lembar; 
d. surat keterangan dart plmplnan sarona pelayanan kesehatan 

yang menyotakan tanggal mulai beke~a. 
e. rekomendasl dorl Organlsosl Profesl 

. (3) Bentuk permohonan sebagaimana dimaksud pada ayot (1) 
tercantum pada formullr IV tertamplr. 

4 
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PasallO 

SIK hanya b~rlaku pada 1 (satu) sarona pelayanan kesehatan. 

Pasalll 

Permohonan SIK sebagalr:nana dlmaksud dalam Pasal 9, selambat­
lambatnya dlajukan dalaM waktu 1 (sa tu) bulan serelah dlterima 
beke~a. 

Pasal12 

( 1) SIPP sebagalmana dimaksud dol am Paso I 8 ayat (3) dlperoleh 
dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Dines 
Kesehatan Kabupaten/Kota satempot. 

(2) SIPP hanya diberikan kepada perawot yang memilikl pendldikan 
ahll madya keperawatan atau membikl pendidikan keperawatan 
dengan kompetensllebih tlnggl. 

(3) Permohonan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dlajukan 
dengan melamplrkan : 
a. foto kopl ljazah ahll madyc keperawatan, atau ljazah 

pendldlkan dengan kompetensl leblh tlnggl yang dlakul 
pemerlntah: 

b. surat keterangan pengalaman kerja minimal 3(tlga) tahun darl 
plmplnan sarona tempat ke~a, khusus bagi ahll madya 
keperawatan; 

c. foto kopl SIP yang masih berlaku; 
d. surat keterangan sehat dar1 dokter: 
e. pas foto 4 x 6 em sebanyak 2(dua; lembar; 
f. rekomendasl darl organlsasl profe~i; 

(4) Bentuk permohonan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) 
sepertl te:-cantum pada formullr V terl:Jmplr, 

(5) Perowot yang telah memlllkl SIPP depot melakukan proktlk 
berkelompok. 

(6) Toto cora perlzlnan praktik berkelom :>ok sebagalmana dlmaksud 
pada ayat (5) sesual ketentuan peraturan perundangan­
undangan yang berlaku. 

Pasal13 

( 1) Rekomendasl untuk mendapatkon SIK dan/otau SIPP dllakukan 
melolul penilalan kemompuan kellmuon dan keterompllan dalam 
bldang keperawtJtan, kep'Jtuhan terhadap kode etik profesl serta 
kesanggupan malokukan proktik keperawatan. 
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{2) Setlop perowot yang meloksona1(an praktik keperawatan 
berkewajlban menlngkatkan kemampuan kellmuan dan/atau 
keterampllan bldang keperawatan rnelalul pendldlkan dan/atau 
pelatlhan. 

Pasal14 

( 1) SIK dan SIPP bertaku sepanjang SIP bolum habls mosa bertakunya 
dan selanjutnya dapat dlperboharul kemball. 

(2) Pembaharuan SIK sebagalmana dlmoksud pada ayat (1} dlajukan 
kepada Kepala Dines Kesehaton Kabupaten/Kota setempat 
dengan melamplrkon : 
a. foto kopl SIP yang maslh bertaku; 
b. foto kopl SIK yang lama: 
c. surat keterangan sehat dart doktar. 
d. pas foto ukuran 4 x 6 em sebanyak 2(dua) lembar: 
e. surat keterangan dart plmplnan sarona pelayanan kesehatan 

yang menyotokan maslh beke~a Sr3bagal perawat: 
f. rekomendasl dart organlsasl profes~ . 

(3) Pembahoruan SIPP sebagolmonc· dimaksud pada ayat . (1} 
dlajukan kepada Kepala Dlnas Kesehatan Kabupaten/Kota 
setempat dengan melamplrkan : 
a. toto kopl SIP yang ·maslh berlaku; 
b. foto kopl SIPP yang lama: 
c. surat keterangan sehat dart dokte:; 
d. pas fcto 4 x 6 em sebayak 2(duo) ~em bar, 
e. rekomendasl dart organlsosl profe:;l. 

BAB IV 
PRAKTIK PERA.WAT 

Pasal15 

Peraw~t dolom melaksanakan pro ktlk keperawatan berwenang 
untuk: 
a. melaksanakan asuhan keperawaton yang mellputl pengkajlan, 

penetapan diagnose keperawotan, perenconoon, 
meloksonakan tlndakan keperawatan . dan evoluasl 
keperawatan: 

b. tlndakan kepsrawatan sebagalmana dlmaksud poda buttr a 
mellputl : lntervensl keperowatan, observasl keperawatan, 
pendldlkan don konsellng kesehatan: 

c. dalam melaksanakan asuhan keperawatan sebagalmana 
dlmaksud huruf a dan b horus sesual dengan standar asuhan 
keperawatan yang dltetapkan oleh organlsasl profesl: 

d. pelayanan tlndakan medlk hanya dapat dllakukan 
berdasarkan perrnlntoon tertulls dart dokter . 

. 6 
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Pasal16 
f 

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dlmaksud 
dalam Pa~al 15 perawat berkewajlban untuk : 
a. menghormatl hak ·paslen; 
b. merujuk kasus yang tldak dapat ditanganl; 
c. menylrnpan mr.asla sesual denc;,an peraturan perundang-

Lindangan yang berlaku; 
d. memberlkan lnformasl; 
e. mernlnta persetujuan tlndakan yar.g akan dilokukan; 
f. melakukan catatan perawatan de ngan baik. 

Paso! 17 

Perawat dalam melakukan praktik keperawotan horus sesual dengan 
kewenangar. yang diberikan, berdasarkan pendldikan dan 
pengalaman serta dalam memberikcm pelayanan berkewajlban 
mematuhl standar profesi. 

Pasal18 

Perawat dalam menjalankan praktik horus membantu program 
pemenntah dalam meningkatkan deraj:Jt kesenatan masyarakat. . 

Paso! 19 

Perawat dalam menjalankan praktik kaperawatan horus senantlasa 
menlngkatkan mutu pelayanan profeslnya, dengan · mengtkutl 
perkembangan llmu pengetahuah dan tekr.ologl melalut pendldlkan 
dan pelatlhan sesual dengan bldang tLgasn'(a, baik diselenggarakan 
oleh pemerlntah maupun organlsasi pre fesl. 

Posol20 

( 1) Do lam . keadaan dorurat yang mengancam jlwa 
seseorang/paslen, perawat berwenang untuk melakukan 
pelayanan kesehatan diluar kewenangan sebagalmana dlmaksud 
dclam Pasal 15. 

(2) Pelayanan dalam keadaan darurat sebagaimana dlmaksud pada 
ayat (1) ditujukan untuk penyelamatan jiwa. 

Pasal21 

( 1) Perawat yang menjalankan prakt!k pero~angan horus 
mencantumkan SIPP dlruang pra !~tiknya. 

7 
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(2) Perawat yang menjalankan praktik perorangan tldak 
dlperbolehkan memasang papa11 praktlk. 

Pasal2~! 

( 1) Perawat yang memiliki SIPP do pat melak1Jkan asuhan 
keperawatan dalam bentuk kunjun ;;an rumah. 

(2) Perawat do lam melakukan asuhc n keperawatan do lam bentuk 
kunjungan rumah horus membowa per1engkapan perawatan 
sesuai kebutuhan. 

Pasal23 

( 1) Perawat dalam menjalankan praktlk perorangan sekurang­
kurangnya memenuhl persyaratan : 
a. memlllkl tempat praktlk yang memenuhl syarat kesehatan; 
b. memllikl perlengkapan untuk tindakan asuhan keperawatan 

maupun kunjungan rumah; 
c. memlllkl perlengkapan admlnlstrasl yang mellputl buku 

catatan kunjungan, formurr catatan tindakan asuhan 
keperawatan serta formullr ru]ukan; 

(2) Persyaratan per1engkapan -. sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1 ), sesual dengan standar per1E!ngkapan asuhan keperawatan 
yang ditetapkan oleh organlsasl profesi. 

BAB V 
PEJABAT YANG BERWENANG MENGELUARKAN DAN MENCABUT 

IZIN KERJA ATAU IZIN PRAKTIK 

Pasal~4 

( 1) Pejabat yang berwenang menge luarkan dan mencabut SIK atau 
SIPP adalah Kepala Dinas Kesehaton Kabupaten/Kota. 

(2) Dalam hal tldak ada pejabat setagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) Ketpala Dlnas Kesehatan Proplnsl dapat menunjuk pejabot loin. 

PasaJ :25 

(1) Permohonan SIK atau SIPP yang disetujul atau dltolak horus 
disampaikan oleh Kepalu Dlnos Kesehatan Kabupaten/Kota 
kepada pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) 
bulan sejak tanggal permohonan diterima. 

(2) Apabila permohonan SIK atou SIPP disetujui, Kepala Dines 
Kesehatan Kabupaten/ Kota horus menerbitkan SIKatau SIPP. 
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(3) Apablla permohonan SIK atau SIPP ditolak, Kepala Dlnas 
Kesehatan Kabupaten/ Kota horus me..-nberf alasan penolakan 
tersebut. 

(4) Bentuk dan isi SIK atau SIPP yang disetujui sebagaimana dlmaksud 
pada ayat (2) tercantum dalam formulir VI dan VII terlamplr. 

(5) Bentuk surat penolakan SIK atau SIPP sebagaimana dl maksud 
pada ayat (3) tercantum dalam formulir VIII dan IX terlamplr. 

Pasal26 

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan 
. secara berka:a kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsl setempat · 

tentang pelaksanaan pemberian ata J penolakan SIK atau SIPP 
diwilayahny.a dengan tembusan kepadc organisasi Profesl setempat. 

BAB VI 
PEMBINAAN DAN PENSAWASAN 

Pasal27 

( 1) Perawat wajlb mengumpulkan SE~jumlah angka kredlt yang 
besarnya ditetapkan oleh organisasl profesl. 

(2) Angka kredit sebagaimana dlmaksL d pad a ayat ( 1) dikumpulkan 
dari kegictan pendidikan dan kegia ~ an ilmiah lain. 

(3) Jenls dan besarnya angka kred:t dart masing-maslng unsur 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh organisasl 
profesi. 

(4) Organisasl profesi mempunyai k3wajiban memblmbing dan 
mendorong para anggotanya urtuk depot rnencapal angka 
kredit yang ditentukan. 

'• '•. 

Pasal28 

Pimplnan sarona pelayanan kesehatc n wajlb melaporkan perawat 
yang melakukan praktlk dan yang benentl melakukan praktlk pada 
sarona pelayonon kesehatonnya kepada Kepala Dlnas Kesehatan 
Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada organisasl profesl. · 

Pasal29 

(1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupoten/Kota dan/atau organlsasl 
yang terkait melakukan pemblnac n dan pengawasan terhadop 
perawat yang menjalankan praktik keperawatan di wilayahnya. 

9 



' . 
- ... ~ , ' 

·, 

MENTERIKESEHATAN 
REPUBUK INDONESIA 

(2) Keglatan pembinaan dan pengawasan sebagaimcna dlmak.Sud 
pad a ayat ( 1) dapat dilakukan melalu! pemantauan yang 
hasllnya dibahas dalam pertemuan periodik sekurang-kurangnya 
1 {satuj koll dalam 1 (satu) tahun. 

Pasal30 

Perawat seloma menjalankan praktik perawat wajib mentaatl semua 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal31 -) 

( 1) Perawat yang telah :-nendapatkan SIK a tau SIPP dilarang : 
a. menjalankan praktik. selaln ketentLan yang tercantum dalc:im 

lzin tersebut; 
b. melakukan perbuatan yang bert·3ntangan dengan standar 

pro fest; 

(2) Bag! perawat yang memberikan pertolongan dalam keadaan 
darurat atau menja.l.g_nkan tugas di c:aerah terpenc:_il yang tldak 
ada tenag_a kesehatan laJn, dit:ecualikan dari larangan 
.;ebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1; butir a. ; 

Pasal32 

(1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau organlsasl 
profesl dapat memberi peringatar. lisan atau tertulis kepada 
perawat yang melakukan pelang~1 aran terhadap ketentuan 
keputusan lnl. 

(2; Per;ngatan lisan atau tertulis sebagaimanu dimaksud pada ayat 
(1) diberikan paling bonyak 3 (tlga) l:ali don apablla perlngatun 
torsebut tidak diindahkan, Ke·pala Dinas · kesehatan 
Kabupaten/Kota dapat mencabut SW atau SIPP tersebut. 

Pasal 33 

Sebelum Keputusan pencabutan SIK aklU SIPP ditetapkan, Kepala 
Dlnas Kesehatan Kabupaten/Kota te:lebih dahulu mendengar 
pertlmbangan dari Majelis Dislplin Tenoga Kesehatan (MDTK) atau 
Majells Pembinaan dan Pengawasan Etika Pelayanan Medls 
(MP2EPM ) sesual peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal34 

( 1) Keputusan pencabutan SIK a tau SIPP dlsampaikan kepada 
Perawat yang bersangkutan dalam w·Jktu selambat-lambatnya 14 
(empat bolas) hart terhitung sejak keptJtusan ditetapkan. 

10 
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('2) Dalam Keputusan sebagalmana dlmaksud pad a ayat (1) 
dlsebutkan lama pencabutan SIK ataJ SIPP. 

(3) Terhadap keputusan pencabutan SIK atau SIPP sebagalmana 
dimaksucl pad a ayat ( 1) dapat diajukan keberatan kepada 
Kepola Dines Kesehatan Proplnsl dalam waktu 14 (empat belas) 
hari setelah kepL'tusan ditfrima, apablla dalam waktu 14 (empat 
belas) hari tldak dlajukan keberatan, maka keputusan 
pencabutan SIK atu SIPP tersebut dinyatakan mempunyal 

. kekuatan hukum tetap. 

(·:) Kepala Dinas Kesehatan Proplnsl ~emutuskan di tingkat pertama 
dan terakhlr semua keberatan mengenal pencabutan SIK atau 
SIPP. 

(!:;) Sebelum prosedur keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) d!tempuh Pengadilan Toto Usaha Negara tldak berwenang 
mengadlll sengketa tersebut sesuai dengan maksud Pasal 48 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadllan Toto 
Usar.a Negara. 

Pasal35 

Kepala Dines Kesehatan Kabupaten/Kota melaporkan setlap 
pencabutan SIK atou SIPP kepada Ke palo Dlnas Kesehatan Proplnsl 
setempat dengcm tembusan kepada o .·gonisasi profesl setempat. 

Pasal 36 

( 1) Dol am keadaan luar biasa untuk kepenti:lgan Naslonal Meriteri 
Kesehatan dan/atau atas rekomr:ndasl organises! profesl dapat 
mencabut untuk sementara SIK atau SIPP perawat yang 
melanggar ketentuan peraturar. perundang-undangan yang 
berlaku. 

(2) Pencabutan izin sementara seba~aimana dimaksud pada ayat -
(1) s~lanjutnya diproses sesual dengan ketentuan keputusan lnl. 

BAB Vll 
SANKS! 

Pasal : .. 7 

( 1) Perawat yQng melanggar ketentuan sebogaimana dlmaksud 
dalam Pasal 15 dan/atau Pascl 31 ayat (1 )dikenakan sanksl 
administratif sebago! berikut : 
a. untuk pelanggaran ringan, pencabutan izin selama-lama:tya 3 

(tiga) bulan. 

11 
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b. untuk pelanggaran seda;--.g, pencabutan lzin selama-lamanyo 
6 (enom) bulan. 

c; untuk pelanggaran berat, pencabutan lzln selama-lamanya 1 
(satu) tahun. 

(2) Penetapan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dldasarkan atas motif pelanggaran serta sltuasi setempat. 

Pasal38 

Terhadap perawat ycng sengaja : 

a. melakukan praktlk keperawatan tanpa mendapat 
pengakuan/adaptasl sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 6:· 
dan/atau 

b. melakukan praktlk keperawatan tanpa izin sebagalmana 
dimcksud dalam Pasal 8 ; 

c .. melakukan praktik keperawatan y<Jng tidak sesual dengan 
ketentuan sebagalmana dimaksud da:am Paso! 16; dan/atau 

d. tldak melaks~:makan kewajiban sebCJgaimana dimaksud dalam 
Pasal 17. 

dipldana sesual ketentuan Pasal 35 Percturan Pemerlntah Nomor 32 
Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan. 

Pasal39 

Pimplnan sarona pelayanan kesehatcn yang tidak melaporkan 
perawat yang ber praktik sebagalmanc dimaksud dalam Pasal 28 
dan/atau mempeke~ckan perawat tonpa izin dikenakan sanksl 
administratif sesual dengan l~etentu -:m peraturan perundang­
undangan yang berlaku. 

BAB VIII 
KETENTUAN PERAUHAN 

Pasal40 

(1) Perawat yang telah memillkl SIP, SIK dan SIPP berdasarkan 
Keputusan Menter! Kesehatan N1)mor 647 /Menkes/SK/IV /2r:xJJ 
tentang Reglstrasl dan Praktik Pera Nat, dianggap telah memlllkl 
SIP, SIK dan SIPP berdasarkan keten1uan lnl. 

(2) SIP, SIK dan SIPP sebagalmana dirr aksud pada ayat (1) bertaku 
5(lima) tahun sejak ditetapkan Keputusan In!. 

12 
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Pasal41 

( 1) Perawat yung sa at lnl telah melakukc:m praktik perawat pad a 
sarona pelayanan kesehatan yang b(3lum memlllkl SIP, SIK dan 
SIPP berdasarkan Keputusan Me &terl Kesehatan Nomor 
647 /Menkes/SK/IV /2r:x:JJ, wajlb r.1emllikl SIP, SIK dan SIPP. 

(2) SIP dapat dlperoleh secara kolektlf dengan mengajukan 
permohonan kepada Kepala Dlnas Kesehatan Proplnsl setempat. 

(3) SIK dapat dlperoleh secara kolektif dengan mengajukan 
permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 
setempat. 

{4) Permohonan mendapatka:-1 SIP sebagalmana dlmaksud pada 
ayat (2) dlperoleh dengan melamplrkan : 
a. foto koplljazah pendidikan keperawatan; 
b. surat keterangan sehat dari dokter; 
c. pas foto 4 x 6 em sebanyak 2(dua) lembar. 

{5) Permohoncn mendapatkan SIK sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dilengkapl dengan: 
a. foto kcplljazah pendldikan keperawatan; 
b. foto kopl SIP; 
c. slJrat keterangan sehat darl dokter; 
d. sur.:::~t keterangan · darl plmplnan sarona kesehatan yang 

menyatakan maslh beke~a sebagal perowot pada lnstltusl 
bersoi;gkutan; 

e. pas foto 4 x 6 em sebonyok 2(dua) lembar. 

(6) Perawot yang sao~ lnl tldak berpra dik dopot memperoleh SIP 
dengan mengajukon permohonan kepado Kepala Dlnas 
Kesehatan Proplnsl dengan melamplrr on : 
a. foto koplljazah keperawatan; 
b. surat keterangan sehat darl doktet~ 
c. pas foto 4 x 6 em sebanyak 2{dua) lembar. 

BAB IX 
KETENTUAN PENlJTUP 

Pasal 42 

Dengan barlakunya Keputusan lni, maka Keputusan Menterl 
Kesehatan No. 647 /Menkes/SKJIV /2CXIJ tentang Reglstrasl dan Praktlk 
Perawat dlnyataka;, tldak berlaku lag!. 

13 
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Pasal 43 

Keputusan ini muloi berlaku sejak tangg<JI ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republlk 
Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 22 November 2001 

:: , : M~NT~ES HATAN R.l 
·. · ~ 
·; . . ·· . 

\ . , . ' I ~ _.;. ·----

· ,· ; · or~:: ACHMAD SUJUDI 

1~ 
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Nom()r 
Lamplran 
Perihal : Laporan Lulusan PendidikcJn 

Perawat 

Kepc1da Yth, 
Kepcda Dinas Kesehatan 
Propinsi. ..................... .. 

di 

Formullr I 

'' .................................. , 

Bersama In! komi laporkan lulusan pendldikan perawat sebago! 
berikut: 

No. Nor.~ a L/P Tempat d Jn Lulus Alarnat Keterangan 
Lulu'>an Tgl. Lohi · 

' 

................................. , ...... 200 .. 
Pimplnan ............... .. 

( ................................................... ) 
(Noma) 

Tembusan: 
1. Kapusdlknakes Depkes Rl 
2. Kepala Biro Kepegawoian Setjen De:)kes Rl 

15 
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Petihal : Permohonan Surat lzjn 
Perawat (SIP) 

Dengan hormat, 
Yong bertanda tangan dibawah ini, 

Formullr II 

Kepada Yth, 
Kepala Dinas Kesehatan 
Prop1ns1 ............................ . 

Nama Lengkap ........................................................................ . 
. Aiamat ....................... ..... .............. ............................. .. 
Tempat, tanggallahir ......................................................................... . 
Jenis kelamin · . ..... ..... .... ....... ..................... ...... ........................ . 
Tahun Lulusan ......................................................................... . 

Dengan In! mengajukan perrr.ohonan untuk mendapatkan Surat lzln 
Perawat. 
Sebago! bahan pertlmbangan tedamplr : 
a. foto koplljasah pendidikan keperawatan; 
b. surat ketorangan sehat dari dokter; 
c. pas foto ukuran 4 x 6 em sebanyak 2(dua) lembar: 

Demlklan atos perhatian 3apak/lbu komi ucapkan terima kaslh. 

t to I I I o o t I I I It I I I I If 1/ I I I I I I I I I I I II I I I I II II I I I II lilt Ill II I 

yang memohon, 

16 
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Formullr Ill 

KOP 
DIN AS KESEHAT AN PROPINSI 

SUR AT I Zl N PER ;\..:..:W...wA:...:..I~{~$~1 P.J-) ---­
No. 

Berdasarkan Keputusan Menter! ~:esehatan Republlk Indonesia 
Nom or 1239 /Menkes/SK/XI/200 1 1 en tang Reglstrasl Dan Praktlk 
Perawat, bahwa kepada: 

Nama 
Tempat(Tgl. Lahir 
Lulusan 

Dinyatakon telah terdaftar sebagai Perawat pada Dinas Kesehatan 
Proplnsl ............................ dengan Nom:)r Registrasl ...................... dan 
diberl kewenangan untuk melckuka 1 praktik keperawatan dl seluruh 
Indonesia sesual oengan ketentuan :>eraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
SIP berlaku sam pal dengan tanggal .............................. . 

Pas Foto 

......................... , ............ 200 .. 
An. Menter! Kesehatan Rl 
Kepala Dinas Kesehatan 
Proplns1 ..... ........................... . 

( 1 1 t I t I I t t t t t I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I.) 
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Formullr IV 

Perihal : Permohonan Surat lzjn Ker.:a 
(SIK) Perawat 

Kepada Yth. 
Kepala Dinas Kesehat.:"Jn 
Kabupa ten/Kota*) ......................... .. 
t I It I I 0 I Itt I o Itt It It It It I I It Itt t f f If If If If I Iff f f f f f f Iff I I 

dl 
.!..:....!..! • • •••••••••••• • •••••••••••••••••••••• , 

Dengan Hormat, 
Yang bertanda tangan dibawah ini : 
Nama Lengkap 
Tempat/Tgl. Lahlr 
Jenls KelaiT'In 
i.ulusan 
Tahun Lulusan 
NcmorSIP 
T em pat Beke~a 
Alamat Rumah 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " .... 

. ' .............. ' ............................ . 

. 
' ••• t ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
I I I I I t t I I I I I It I Itt I I It I If Iff f If If Iff f f f If I I Iff 

nengan In! mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat lzln 
Ke~a (SIK) pad a .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. sesual Keputusan 
Mentert Kesehatan R.l Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang 
Reglstrasl Dan Praktlk Perawat. 
Sebago! bahan pertlmbangan bersama inl karnllamplrkan : 
a. toto kopl SIP yang masih berlaku: 
b. surat keter~ngan seh:Jt darl dokter: 
c. pas foto 4 x 6 em sebanyak 2 (dua) lembar; 
d. surat keterangan darl pimpinan sarona pelayanan kesehatan; 
e. rekomendasl dorl organises! profesi. 

Demlklan etas perhatlannnya komi ucapkan terima kaslh . 

.............................. , ............ . 
Yang Memohon 

(I I I I I I I I I I I I I I I I I Iff Iff f f f f f f f f f f f f f f f f f f f) 
*) Coret yang tidak perlu 
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Formullr V · 

Perihai : Permohonan Surat lzin Prak ik 
Perawat (SIPP) 

Kepada '(th. 
Kepala Dlnas Kesehatan 
Kabupah3n/Kota•) .......................... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

di 

.:...:...!..!., ··· ·································· 
Dengan Hormat, 
Yang bertanda tangan dibawah lnl 
Nama Lengkap . . . . . . . . . . . ' ..................................... . 
Tempat/Tgl. Lahlr 
Jenls Kelaml:1 
Lulusan 
Tahun Lulusan 
Nomor SIP 
Tempot Bekerja 
Alamat Rumah 

. . . . . . . . . ' ....................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . ' .......................................... . 

........................................... ·~ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

.... ............................................. 
Dengan lnl mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat lzln 
Praktik Perawat (SIPP) · pad a . .. .. .. . .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. . .• ... • ..... .• sesual 
Keputusan Menter! Kesehatan R.l Nom or 1239 /Menkes/SK/XI/2001 
tentang Reglstrasl dan Praktik Perawat. 
Sebago! bahan pertlmbangan bersamo In! kamllamplrkan: 
a. foto kopl ijazah ahll madya keperawatan, atau ljazah pendldlkan 

dengan kompete:1sllebih tinggl yan~1 diakul pemerlntah; 
b. surat keterangan pengalaman kerja minimal 3(tlga) tahun dar! 

plmplnan sarona . tempat Kerja, khusus bagl ahll madya 
keperawatan; 

·;. foto kopl Sl? yang masih berlaku; 
d. surat keterangan sehat dari dokter, 
e. pas foto 4 x 6 sebanyak 2 (duo) lembar, 
f. rekomendasi dar! organlsasl profesl. 
Dernlklan atas perhatlannnya komi ucapkan terlma kaslh . 

.............................. , ............... . 
Yang Memohon 

( .......................................... ) 

*) Caret yang tidak perlu 
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Formullr IV 

KOP DIN AS KESEHATAN KABLJPATEN/KOT A .. , ..... " 

SURAT IZIN KERJA (SI<l PERAWAT 
Nomor: 

Yang bertanda tang an dibawah ir i, Kepala Dinas Kesehatan 
Kabupaten/Kota *) ....................... .............. memberikan lzin ke~a pad a : 

Tempat/tanggallahlr 
Ala mat 

(Nama) 

....................................................... 
Untuk beke~a sebago! perawot 

dl 

Surat lzln Ke~as (SIK) In! berlaku sampoi c engan tanggal ...................... . 

Dikeluarkan di ....... ... ............. ....... . 
Pad a tar,ggal .............................. . 

Pas foto KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN/ 
KOTA ..... ..................... . 

( ................ ................................ ) 

Tembusan: 
1. Kepala Dinos Kesehatan Propinsi 
2. Organlsasl Profesl PPNI 
3. Pertlnggul 

•) Coret yang tldak perh.J 
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Formullr VII 

KOP DINAS KESEHATAN KABlJPATEN/KOTA ............ . 

SURAT IZIN PRAKTIK P :RAW AT (SIPPI 
Nomor: 

Yang bertanda tangan dibawah irti, Kepala Dinas Kesehatan 
Kabupaten/i<ota *)................................. ... .... memberikan lzln praktlk 
pada: 

Tempat/tanggal ~ahir 
Ala mat 

(Nama) 

Alamat tempat praktik perawat 

Surat lzln Praktlk Perawat (SIPP} ini berlaku sampal dengan tanggal 

Dikeluar<an di .............................. . 
Pad a ta aggal .............................. . 

Pas foto KEPALA 01NAS KESEHATAN KABUPATEN/ 
KOTA .... .. ........ . 

( t I I I I I I I I I • I It t I Itt f I It I It It Itt t I I I It 1 1 f f 11 f f t t f) 

Tembusan: 
1. Kepolo Dlnas Kesehatan Proplnsl 
2. Organlsasl Profesi PPNI 
3. Pertinggal 

*) Coret yang tidak perlu 
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Perihal : Penolakan Permohonan Sur at 
lzln Ke~a (SIK) Perawat 

Formulir VIII 

Kepada Yth, 

dl 
, .......... ......................... . 

Sehubungan denagan surat permoho'lc n Saudara Nomor ............... .. 
tanggal............. Perlhal Surat lzln Ke1a (SIK) Perawat, setelah 
dllakukan penllalan etas permohonan fersebut, dibe;rltahukan bahwa 
permohonan Saudara tldak dapat dlsetL:jul karena : 

1 • • •••••••••••••••••••••••••••••••.••.. •.. ' 
2. 
3. 

Demlklan untuk dlmakluml. 

...... . ....... ...................... , ................ 200 .. . 
KEPALA DINAS KESEHATAN 
KABUPATEN/KO .. A •) .. ....................•...•••. 

{ ........ . ' .. ........................... ) 
NIP. 

Tembusan: 
1. Kepala Dines Kesehatan Propinsi 
2. Organlsasl Profesl (PPNI) 
3. Pertlnggal 

•) Coret y~ng tidak perlu 
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Perlhal 

-· 
H o . ... 

: Penolakan Permohonan Surat 
lzin Praktik Perawat (SIPP) 

Formullr IX 

Kepada 'r th, 

dl 
.................................... , 

Sehubungan dengan surat permohona,1 Saudara Nomor ••••••••••••••••• 
tanggal............. Perlhal Surat lzln Praktik Perawat (SIPP), setelah 
dllakukan penllalan etas permohonan tEJrsebut, diberltahukan bahwa 
permohonan Saudara tldak dapat dlsetL:]ul karena : · 

1 •••••••••••••••••••••••••••••.••••........ 
2 . •••.•.•......•••••...••••••..•.••........ ,.. 
,_,:), ........................................ . 

Demiklan untuk dlmakluml. 

······················· ········ ..... ,... . ............ 200 .. . 
KEPALA DINA$ K=SEHATAN 
KABUPATEN/KOTA *) .•.••.... .......•••••••.•.•••• 

( .......................... ~ ............ ) 
NIP. 

Tembusan: 
1. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi 
2. Organlsa.>l Profesl (PPNI) 
3. Pertlnggal 

*) Coret yang tidak perlu 
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